
BERITA DAERAH 

KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

PERATURAN BUPATI TAPANUU TENGAH 

NOMOR: 4] TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA 

BERENCANA DI KABUPATEN TAPANULI IENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULJ TENGAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; 

b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 4 Peraturan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang menerangkan Organisasi 

Perangkat Daerah Keluarga Berencana penerima Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana agar membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang 

Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana berdasarkan 

petunjuk teknis Bantuan Operasional Keluarga Berencana; 

c. berdasarkan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati tentang Petunjuk Pelaksaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 

Anggaran 2021. 

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 

1956); 

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan den Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambzhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 
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3. Undang-Undang Norr.or 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Da2rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesla Nomor 5587), sebagalmana telah diubah 
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Clpta Ker]a (Lembaran Negara epblik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesla Nomor 6573); 

4, Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran z021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 309); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi 
Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Berta Negara Republlk 
lndones la Tahun 2011 Nomor 4); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (erita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republlk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Negara Republil: Indonesia Tahun 2020, Nomor 

1769); 

8. Pereturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2021 

I 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 7); 
I 

10. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah; 

11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berta Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 

Tahun 2020 Nomor 76); 

12. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1933/BPTT/2020 Tentang 
Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan 
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021. 
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D a l a m  Pe ra tu r an  t u p a t l  l nl yang « l lmaloud de ngan '  
I ,  D a r r a h  adalahi Kabupat rn L a pa nul l  I r nga l t ,  

Pemet ln tahan a b u p a t e n  atdalal P r n y e l e m g ga r a  ursan Pemerlntat yang dllalanakan olel 
Pemet l ntah abupaten dan Dewan Petwakl lan Rakyat Kabupaten sesual dengan fungsl dan 
kwwenangan malng-masling .  

Pemetlntah Daetah Kabupaten yang selan]utnya «d isebut Pemerlntah Kabupaten adalah unsur 
penyelenggar Pemerl ntahan Kabupaten yang terdir l atas Bupatl dan Perangkat Kabupaten. 
Dupatl adalah u p a t l  Tapanull Tengah 

Sekreta r ls Daerah adalal Sekretarls Daerah Kabupaten Tapanull Tengah. 
Organisasl Perangkat Daerah Keluarga Derencana Kabupaten yang selanjutnya disebut 0PD-KB 
Kabupaten adalah Dlnas Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Tapanul l  Tengah. 

7. Dana Alokasl Khusus Nonflslk Subbldang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang 

selanjutnya disebut DAK Nonfislk Subbldang Keluarga Berencana adalah dana yang 

dlalokas'kan ke daerah untuk memblayai operaslonal kegi.tan program prlorltas nasional 
I  

dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang men]adi 

urusan daerah guna meningkatkan capalan pelaksanaan program pembangunan Keluarga, 

kependudukan, dan Keluarga berencana. 

8. Dana Bantuan Operaslonal Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK 

Nonfislk yang dialokaslkan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang 

disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran 

t prloritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana. 

9. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Bangga 

Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 

Keluarga berkualitas melalul pengaturan kelahiran anak, Jarak, dan usia ideal melahirkan, 

serta mengatur kehamllan. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belan]a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujul oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN 

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana. 

12. Keluarga Berencana yang selan]utnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, 

Jarak dan usla ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan 

bantuan sesual dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas. 

13. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah 

bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari 

dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan men]adi Balal Penyuluhan KB yang 

diserahkan kepada 0PD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai 
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tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasl program Bangga Kencana, serta 
untuk mengendalikan dan membina tenaga lini lapangan. 

14. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memillki peranan dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana di l ini lapangan. 

15. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD 
a d a l a h  seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela 
b e rp e ra n  aktif melaksanakan dan mengelola program Banggo Kencana tingkat desa atau 
kelurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh kepala desa/lurah. 

16. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah 
seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organlsasi yang secara sukarela berperan 
aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat dusun/RW yang 
ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah. 

17. Fasilitas Kesehatan yang Mendapat Fasilitasi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program 
BKKBN adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/0/KB) dan 
jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta praktek mandiri bidan. 

18. Stock out adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau leblh jenis alat dan obat 
kontrasepsi, baik di gudang kontrasepsi 0PD-KB kabupaten maupun di fasilitas kesehatan. 
Suatu faskes akan dianggap stock out untuk suatu metode jika sisa stok akhir bulan ini adalah 

kosong atau nol untuk metode kontrasepsi yang dilayani di faskes tersebut. 
19. Operasional Transport Visitasi Faskes adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan 

dalam rangka melakukan pendaftaran faskes atau pemutakhiran data faskes kedalam sistem 

informasi manajemen BKKBN dengan cara visitasi dan mefakukan register faskes tersebut 

untuk mendukung kegiatan pelayanan KB besarannya sesuai dengan Rincian Komponen Unit 
Cost BOKB Tahun 2021 dari BKKBN dan standar biaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang 

den Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 

Anggaran 2021. 

20. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga 

kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam 
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Materi pembinaan dapat terkait dengan substansi 

maupun pencatatan dan pelaporan besarannya sesuai dengan Rincian Komponen Unit Cost 
B0KB Tahun 2021 dari BKKBN dan standar biaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan 

ff, Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 

2021. 

21. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai 
bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya. 
Jenisnya dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis, baju hazmat, dan face shield. 
Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. APD dapat disediakan dari dana 
BOI<B jika terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan. 

22. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan 
oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang telah teregister dalam 
Sistem lnformasi Manajemen (SIM) BKKBN. 

23. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB 
metode kontarsepsi jangka Panjang (MKIP) dalarn rangka menghasilkan peserta KB baru, 
peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara. 

24. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini 
Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat 
pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB. 
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', Petetksaan Deteksl Dlnl Penulatan Covld - 19 adalah pemerlksaan awal sebelum dilakukan 

t lndakan pelayanan KI balk bagl petugas pemberl prlayanan dan/atau calon akseptor MOP 
d.an MOW 

t Pelayanan I ad.alah upaya m e g a t u t  ke la hl ran anak, Ja ak dan usla Ideal melahlrkan, 

mengatut kehamllan, melalul pr omosl ,  pet l lndungan,  dan bantuan sesual dengan hak 

rproluksl  untuk mewu]udkan Kelua tga yang berkual i tas tnelalul pemnberlan pelayanan KB 

te tmauk penanganan etek sampln tdan kompllkas l .  

2', Paktik Mandi r i  Adan yang selanjutnya d/slngkat PMB adalah fasllltas pelayanan kesehatan 

Yang alselenggatakan oleh bldan llusan pendldikan profesi untuk memberlkan pelayanan 
hang;sung kepada Allen 

28, Ilaya T rans por t  adalab blaya t ransportasl yang besarannya sesual dengan Inclan Komponen 

Unit Cost OKI Tahun 2021  darl AKIN  dan standar blaya di Standar Harga Satuan (SHS) 

arang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerlntah Kabupaten Tapanuli Tengah 
Tahun Angaran 202 1 .  

29, Alaya Konsumsl adalah blaya untuk makan/mlnum yang besarannya sesual dengan Rincian 

Komponen Unit Cost DOKR Tahun 2021 darl BKKBN dan standr blaya di Standar Harga Satuan 

( S H S )  Darang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli 
Tengah Tahun Angearan 2021. 

30, Blaya Jasa Medls adalah blaya yang diberikan kepada tenaga yang melayani KB yang 

besarannva sesual dengan Rinclan Komponen Unit Cost BOKB Tahun 2021 dari BKKBN dan 
standar blaya di Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan 

Pemerintah Kabupaten Tapanull Tengah Tahun Anggaran 2021 

31 .  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memlliki wewenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakul oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 

32. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah 

masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana baik dalam 

bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di 
masyarakat. 

33. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya d'sebut Kampung KB adalah satuan wilayah 
setingkat Desa/Kelurahan dengan kriterla tertentu dimana terdapat keterpaduan program 

, Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup 

Keluarga dan masyarakat. 

34. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang 

melaksanakan dan mengelola kegiatan bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, bina 

Keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan 

pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informas! dan konseling remaja, dalam upaya 

mewujudkan ketahanan Keluarga. 

35. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan 

istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak. 

36. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, 
persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, 
sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 

37. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam 
I  
I  

38. Pengelolaan Program Bangga Kencana adalah rangkaian funsi manajemen penyelenggaraan 
program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, serta pengembangan program Bangga Kencana. 
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39. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai negeri 
sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakan masyarakat dalam program 
Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan 

40. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain Aparatur Sipll Negara yang selanjutnya disebut 
PLKB non ASN adalah tenaga non pegawal negeri sipil dzn/atau tenaga kontrak daerah 
dan/atau tenaga honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung Jawab dan kewenangan 
dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bang 
Kencana di wilayah binaan (Desa/Kelurahan) yang diangkat oleh pelabat berwenang paling 
rendah setlngkat kepala OPD-KB. 

41. Penyuluh Keluarga Berencana yang selan]utnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri 
sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk untuk melaksanakan 
kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana. 
Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang program Bangga Kencana dalam 
rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, Keluarga dan/atau 
masyarakat. 

42. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok 
kerja yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang 

terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Istilah lain yang biasa digunakan adalah satuan 
kerja, satuan tugas, atau pengurus. Pokja Kampung KB minimal terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga. 

43. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin adalah edukasi 

kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, 

seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan 

Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja sebagai 

upaya pencegahan stunting. 

44. Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan Bagi lbu dan Keluarga yang 

selanjutnya disebut Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi bu dan lKeluarga adalah penyuluhan 

bagi ibu harmil dan Keluarga yang mempunyai baduta di kelompok bina Keluarga balita, yang 

menyampaikan tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak stunting 
dengan menggunakan materi dan alat bantu bina Keluarga balita Kit Emas (Eliminasi Masalah 

, Anak Stunting). 
45. Pemutakhiran Data adalah proses peruhahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota 

Keluarga. Pemutakhiran Data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data 
anggota Keluarga hasil pendataan Keluarga di lingkup Desa/K€lurahan. 

46. Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader adalah kegirtan yang berhubungan dengan 
pencatatan dan pengumpulan data dasar program Bangga Kencana yang dilaksanakan di 
tingkat Desa/kelurahan secara berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang 

telah dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada pembina keluarga atau 

PLKB setempat (jika ada) atau kepada petugas dari OPD-KB setempat (jika tidak memiliki 

Penyuluh KB atau PLKB) untuk dikompilasi di tingkat kabupaten dan kota. 

47. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses 
intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, 
pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, 
sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui 
penggunaan saluran komunikasi. 
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7, umah Data Krpentdutdukan adalah Poktan mwyarakat yang me l aanakan  krglatan 

pngumpulan, vrrll lkal, anallls, prnya]lan ser tn  prmanfaatan datn Kependudukan dan 

Keluarga swrta pembangunan dl t h mgkat  D e s / K u r .a h a n .  

8. I sulsu Krprndudukan acdalah topik atat pe rmala han- per mna,a l a han yang herkal tan denyar 

Jumlah, c l r l  utama, pertumbuhan, perscbaran, moblllta penywbaran, kual ltas, kodll 

kwse]ahteraan yang menyangkut pollt ik, vkonorml, solal, budaya, agama, dan l inpkunar 

penduduk tersebut, 

59. Staff meeting adalah prrtemuan Internal petuas KB so-kecamatan yang terdlrl darl 

UPI/koordinator atau yang setara dengan Penyuluh KB yang merupakan wahana pemblnaan, 

koordinasl dan pembahasan teknls pelaksanaan program Bangga Kencana dl kecamatan 
minimal seminggu sekall . 

BAB IL 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) BOKB merupakan bantuan operaslonal dalam pelaksanaan urusan pengendallan penduduk 
dan KB pada Pemerintah Daerah Kabupaten penerlma DAK Nonfisik Subbidang Keluarga 

Berencana. 

(2) B0KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belan]a barang dan jasa untuk 

kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan Pengendallan Penduduk dan KB pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana 

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan Daerah Penerima B0KB Tahun 

anggaran 2021 dengan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas 

Pengenda'ian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasa l3 

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdirl atas: 

biaya operasional Balal Penyuluhan KB; 

biaya operasional Pelayanan KB; 

biaya operaslonal penggerakan di Kampung KB; 

biaya operasional penanganan stunting; 

biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh kader; 

biaya dukungan KIE serta manajemen . 

Pasal 4 

Biaya operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: 

a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi; 

b. biaya operasional vlsitasl d:m reglstrasl fasllltas kesehatan; 

c. biaya operasional Penggerakan Pelayanan KB; 

(2) Biaya operasional penanganan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, 

meliputi: 

a. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin; 

b. Edukesi Pengasuhan 1000 HPK Bagi lbu dan Keluarga. 

(3) Biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf e diberikan kepada masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD. 
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BAB III 

PENGELOLAAN OAK NONFISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA 

Pasal 5 

Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana di daerah mellputl : 

a. penyusunan rencana kegiatan; 

b. penganggaran; 

c. pelaksanaan keglatan; 

d. pelporan; 

e. monitoring dan evaluasl 

(1) 

(2) 

Pasal 6 
Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pas3l 5 huruf a, dilaksana'«an 

oleh Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana mengacu 

pada rincian APBN dalam hal ini disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. menu kegiatan; 

b. rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana; 

c. keterangan. 

Pasal 7 

(1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan penganggaran OAK 

Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan oleh 

Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga 

Berencana. 

(2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi OAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian APBN. 

Pasal 8 
(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf c, dilaksanakan ofeh Oinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai 
", kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarge Berencana. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh 

pengelola DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasal9 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, disampaikan oleh Pemerintah 

Oaerah Kabupaten kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Dinas. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 9 ayat (1) berupa laporan DAK Nonftsik 

Subbidang Keluarga per jenis kegiatan, yang terdiri atas: 

a. realisasi penyerapan anggaran; 

b. realisasi kegiatan; 

c. permasalahan dalam pelaksanaan. 

(3) Laporan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan melalui sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik 

Subbidang Keluarga Berencana. 
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(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  disampaikan setiap triwulan paling larbat 14 

(empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalzn. 

Pasal 10  

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pa:al 5 huruf e dilakukan terhadap: 

a. ketepatan waktu penyampaian laporan; 

b. realisasi penyerapan anggaran setizp kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga 

Berencana; 

c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang 

telah disetujui oleh BKKBN; 

d. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana; 

e. dampak dan manfaat pelaksanaan; 

f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. 

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Taparuli Tengah. 

Pasa l11 

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana dalam APBD dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasa l12 

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala serta melaporkannya kepada Sekretaris Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah 

BABV 

PENGAWASAN 

Pasal 13 

Pengewasan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (B0KB) Non Fisik sub 

bidang Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

(1) Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 d i laksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan 

penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di 

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021. 
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Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundngan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanull fengah. 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 28 Januari 2021 
BUPATI TAPANULI TENGAH 

ttd 

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI 

Diundangkan di Pandan 
pade tanggal 
SEKRETARI:18t9A UP9 TAP ANULI TEGA 

HENDRI S C A N  O Lu»our 'OBING 
gin~ 

BERITA DAER~KA~I ·ATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 04 
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